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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif A tidak dilambangkan 
ب Ba B Bc 
ت Ta T Tc 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha K ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin S es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
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ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha Y Ha 
ء Hamzah „ Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َ ا fathah A a 
َ ا kasrah I i 
ix 
 
َ ا ḍammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā’ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh : 
  َْفي  ك : kaifa 
  َلْى ھ : haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
...ي َ َ|ا ... 
Fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 
ي 
Kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 
 َو 
Dammah dan wau u u dan garis di atas 
Contoh  
 َتا  ي: mata 
ًَ ي  ر : rama 
ََْمْي ق : qila 
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َ َتْى  ً  ي : yamutu    
4. Tā’ marbūṫah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṫah ada dua, yaitu: tā‟  marbūṫah yang hidup 
Ta‟marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) dilambangkan 
dengan huruf "t". ta‟marbutah yang  mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan 
"h".  
Contoh:  
َ َلَ  فْط لأْا  َة  ض  و  ر : raudal al-at fal 
ََ ة ه  ضَا فنْا  َة ُْيَ  د  ً ْن ا : al-madinah al-fadilah 
ة ً ْك  حْن ا        : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 
dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda syaddah tersebut. 
Contoh:  
ا َُّب  ر: rabbana 
ا ُْي َّج َ: najjainah 
6. Kata Sandang 
Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  
dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.  
  Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya. 
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Contoh: 
َ ة ف  سْه فْن ا: al-falsafah 
 َد لا بْن ا: al-biladu 
7. Hamzah  
Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 
ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di tengah  
dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
1. Hamzah di awal 
َ َتْر  ي أ : umirtu 
2. Hamzah tengah 
 ٌَ ْو  ر  ْيأ ت: ta’ muruna 
3. Hamzah akhir 
 َءْي  ش: syai’un 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia          
Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi  
kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah lazim  
dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  
maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua 
cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
Contoh:  
Fil Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
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9. Lafz al-Jalalah ( ه لالَّ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ََ َّالََّ  ٍ ْي  د Dinullahا بههَّنا billah 
Adapun ta‟ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْى ھَََ َّالََّ ة  ً ْح  رَْي فHum fi rahmatillah 
10. Huruf Kapital     
Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 
berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf 
awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang  
ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, bukan 
huruf awal dari kata sandang. 
Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
      Wa ma Muhammadun illa rasul 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 
Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 
xiii 
 
a.s.  = ‘alaihi al-salām 
H  = Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
HR  = Hadis Riwayat 
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   ABSTRAK 
Nama  :   Nurul Fuadi Yunus 
NIM   :   10100114126 
Judul :  Efektivitas Itṡbᾱt Nikah Massal dalam Meminimalisir 
Pernikahan Tanpa Akta Nikah di Kecamatan Paleteang 
Kabupaten Pinrang (Studi Kasus 2016-2017) 
 
Skripsi ini membahas tentang efektivitas itṡbᾱt nikah massal dalam 
meminimalisir pernikahan tanpa akta nikah di kecamatan Paleteang kabupaten 
Pinrang (studi kasus 2016-2017). Selanjutnya yang menjadi sub masalah dalam 
penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana proses itṡbᾱt nikah massal di kecamatan 
paleteang kabupaten pinrang, 2) Bagaimana itṡbᾱt nikah massal dalam 
meminimalisir pernikahan tanpa akta nikah. 
Penelitian ini merupakan penelitian field research deskriptif kualitatif. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif  yuridis dan sosiologis. 
Adapun sumber data penelitian ini adalah hakim pengadilan agama, kepala kantor 
urusan agama dan pemohon itṡbᾱt nikah massal. Dalam mengumpulkan data, 
peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
pengolahan dan analisis  data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis 
secara  kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dari 
KUA dan PA serta bahan-bahan yang dibutuhkan tentang Itṡbᾱt Nikah, dianalisis, 
dan disimpulkan  secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan itṡbᾱt nikah 
massal  dilaksanakan setelah ada himbauan dari pengadilan agama ke kantor 
urusan agama kecamatan paleteang untuk melengkapi dokumen berupa KTP dan 
pas foto, lalu kua mendaftarkan permohonan itṡbᾱt nikah massal ke pengadilan 
agama pinrang bagi masyarakat  yang tidak mempunyai akta nikah, kemudian 
dilakukan validasi data dan memanggil pasangan suami istri yang datanya valid 
untuk menghadiri jadwal yang sudah ditentukan. Setelah dilakukan itṡbᾱt nikah 
massal, pasangan suami istri langsung mendapatkan salinan penetapan yang 
berkekuatan hukum tetap. Pernikahan tidak tercatatkan di kecamatan paleteang 
disebabkan oleh hilangnya buku akta nikah, masalah ekonomi, sebelum 
berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan menikah di Malaysia. Maka dari itu itṡbᾱt 
nikah massal merupakan salah satu cara yang efektif dalam meminimalisir 
pernikahan tanpa akta nikah karena sudah bisa membantu pasangan suami istri 
yang belum memiliki buku akta nikah dan mereka juga sangat terbantu karena 
program itṡbᾱt nikah massal tersebut gratis dengan dibiayai sepenuhnya oleh 
pemerintah daerah kabupaten pinrang. 
Implikasi dari penelitian ini yaitu, 1) Kepada pihak-pihak terkait seperti 
kantor urusan agama kecamatan paleteang, pengadilan agama pinrang serta 
pemerintah pusat untuk selalu memberikan penyuluhan secara berkelanjutan dan 
terpadu mengenai pentingnya pencatatan nikah, 2) Diharapkan masyarakat 
kecamatan paleteang kabupaten pinrang yang akan melaksanakan pernikahan 
untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama agar pernikahannya 
bisa diakui oleh negara dan bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup 
manusia. Perkawinan akan secara otomatis mengubah status keduanya dalam 
masyarakat. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan 
tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu 
yang mudah dilaksanakan sehingga mereka harus sanggup memikul dan 
melaksanakannya. 
1
  
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
2
 Berdasarkan 
pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwasanya perkawinan bukan hanya 
sebagai suatu peristiwa hukum biasa tetapi juga merupakan ikatan suci yang mana 
memiliki tujuan tertentu. Oleh kare itu setiap permasalahan yang muncul harus segera 
ada jalan keluar untuk itu karena akan mengganggu pencapaian tujuan tersebut. 
Menikah merupakan keinginan semua orang baik laki-laki maupun 
perempuan. Sudah tentu yang diharapkan dari pernikahan tersebut adalah hubungan 
yang harmonis, saling percaya, saling melindungi dan saling mendukung. Di dalam 
Al-Qur‟an, digambarkan tentang hubungan pernikahan antara pasangan suami istri
                                                             
1
Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004), h. 
39. 
2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1  
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yaitu mitsaqan ghalizan (perjanjian yang amat kokoh), sebagaimana Firman Allah 
SWT dalam Q.S. Al-Nisa/4:21. 
 
                           
    
 
Terjemahnya:  
 
“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka 
(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.3 
 
Untuk mewujudkan suatu ikatan keluarga yang benar-benar bisa dikatakan 
sebagai ikatan mitsaqan ghalizan, agama Islam sendiri telah mengatur bagaimana 
proses pelaksanaan pernikahan. Aturan dari Agama Islam tersebut ditambah lagi 
dengan aturan dari pemerintah yang diwajibkannya untuk mencatatkan suatu 
perkawinan ke Kantor Urusan Agama. 
Al-Qur‟an dan as-sunnah telah mengatur tentang pernikahan antara laki-laki 
dan perempuan, agar kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kasih 
sayang, kecintaan kedamaian, ketentraman, keamanan dan ikatan kekerabatan. Unsur-
unsur ini sangat diperlukan karena untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu sakinah, 
mawaddah warahmah serta untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah SWT, 
sebagaimana Firman Allah SWT di dalam Q.S. Al-Rum/30:21. 
 
                                                             
3
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 81.  
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                          
                  
 
Terjemahnya: 
 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir”.4 
 
Perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah untuk membangun 
sebuah rumah tangga dan melahirkan keturunan, sejalan dengan fitrah manusia. 
Kehidupan dan peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesenambungan 
perkawinan dari setiap generasi umat manusia.
5
 
Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan, 
“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu.” Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan 
nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang 
berlaku dalam agama Islam, Kristen/Khatolik, Hindu Budha. Kata “hukum masing-
masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan 
berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agamanya yang dianut oleh 
kedua mempelai atau keluarganya.
6 
                                                             
4
Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 406.  
5
Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, Potret Wanita Shalehah, (Cet. II; Jakarta: Penamadani, 
2004),  h. 61.  
6
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat 
Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 26. 
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Negara Indonesia juga telah mengatur tentang perkawinan dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam 
Undang-undang tersebut telah dijelaskan didalam pasal 2 ayat (2) yakni: tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap 
perkawinan harus dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor 
Urusan Agama (KUA). 
Itṡbᾱt nikah yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi perkawinan 
yang tidak tercatatkan juga bisa menjadi celah bagi mereka para pasangan yang telah 
lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk 
bisa mendapatkan status hukum bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain itṡbᾱt 
nikah bisa menjadi pisau bermata dua dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk 
permasalahan ini dan sisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi mereka yang 
sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal secara hukum agar bisa 
mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan perkawinannya tersebut legal atau sah 
menurut hukum. 
Pasangan suami istri yang menikah namun belum memiliki buku akta nikah 
sebenarnya pernikahan mereka sah menurut hukum Islam, akan tetapi karena 
pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka pernikahan 
mereka tidak diakui oleh Negara. Memang dalam masalah urusan pencatatan nikah 
ini tidak disebutkan, baik di dalam nash Al-Qur‟an maupun as-sunnah, akan tetapi, 
untuk saat ini masalah pencatatan nikah telah diatur di dalam Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) pasal 7.
7
 
                                                             
7
Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2012), h. 22.  
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Ada sebagian masyarakat Kabupaten Pinrang yang masih belum memiliki 
akta nikah, baik karena keterbatasan kemampuan ekonomi pasangan suami istri 
tersebut tidak mencatatkan pernikahannya di KUA maupun ada salah satu persyaratan 
perkawinan yang kurang yang telah ditetapkan oleh pihak KUA, akibatnya Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) tidak berani menikahkannya karena akan melanggar undang-
undang tentang perkawinan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Pinrang 
mengadakan program Itṡbᾱt nikah massal tiap tahun yang dilakukan di tiap-tiap 
kecamatan dengan bekerja sama dengan Pengadilan Agama Pinrang. Mekanisme 
itṡbᾱt nikah massal ini, yakni hakim Pengadilan Agama Pinrang datang langsung ke 
tiap-tiap kecamatan. Akan tetapi sebelumnya telah dibuatkan jadwal sidang Itṡbᾱt 
nikah massal antara kecamatan yang atau dengan kecamatan yang lainnya. 
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 
judul “Efektivitas Itṡbᾱt Nikah Massal dalam Meminimalisir Pernikahan Tanpa Akta 
Nikah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Studi Kasus 2016-2017).” 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian mengenai Evektifitas 
Itṡbᾱt Nikah Massal Dalam Meminimalisir Pernikahan Tanpa Akta Nikah di 
Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Studi Kasus 2016-2017) 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan 
dalam menginterpretasikan, maka peneliti memberikan batasan judul atau penegasan 
sebagai berikut: 
1. Efektivitas itṡbᾱt nikah massal adalah suatu tindakan untuk mengefektifkan 
penetapan atau pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut 
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syariat agama Islam akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama yang 
melibatkan orang banyak. 
2. Meminimalisir pernikahan tanpa akta nikah adalah suatu cara yang dilakukan 
untuk memperkecil atau mengurangi terjadinya pernikahan yang 
dilangsungkan tanpa akta nikah. 
3. Kecamatan paleteang adalah salah satu kecamatan yang mempunyai wilayah 
yang berbatasan langsung dengan wilayah kota pinrang dengan luas wilayah 
keseluruhan : 37.29 Km.2. Dan mempunyai 6 (Enam) Kelurahan dengan 
jumlah penduduk 30.857 Jiwa. 
 
C. Rumusan masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi pokok masalah yaitu 
bagaimana Efektivitas Itṡbᾱt Nikah Massal dalam Meminimalisir Pernikahan Tanpa 
Akta Nikah di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Studi Kasus 2016-2017). 
Peneliti merumuskan sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Proses Itṡbᾱt Nikah Massal di Kecamatan Paleteang Kabupaten 
Pinrang? 
2. Bagaimana Itṡbᾱt Nikah Massal dalam meminimalisir terjadinya pernikahan 
tanpa akta nikah? 
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D. Kajian Pustaka 
Dalam kajian pustaka ini, mengenai  Itṡbᾱt Nikah dan pencatatan perkawinan 
sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur. Setelah 
menelusuri berbagai referensi yang berkaitan tentang pembahasan ini, peneliti 
menemukan beberapa buku, yaitu: 
1. Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, tahun 
2015. Buku ini terdiri dari Sembilan pembahasan dan akan memberikan 
gambaran tentang cara kerja kaidah al-muhafazah „ala al-qadim al shalih wa 
al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah, yakni disatu sisi tetap menjaga nilai-nilai 
tradisi keIslaman akan tetapi unsur pembaharuan juga tidak dapat 
dinegosiasikan begitu saja oleh karenanya perlu dikaji lebih dalam sehingga 
dapat diterima dan responsive dengan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, 
kajian tentang metedologi berpikir menjadi acuan paling terdepan sebagai 
arahan berpikir dalam menelaah berbagai kajian selanjutnya. Di mana pada 
kajian selanjutnya, buku ini sangat menonjolkan materinya tentang hukum 
perkawinan Islam di Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya kasus-
kasus hukum keluarga yang lari dari aturan hukum formal dan bahkan 
“dimanipulasi” oleh para pejabat publik. Dalam buku ini juga membahas 
mengenai Itṡbᾱt Nikah. 
2. Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam perspektif hukum islam dan 
hukum nasional, tahun 2014. Buku ini lebih membahas tentang perkawinan 
yang terkait dengan masalah pencatatan perkawinan, apa saja ketentuan 
hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan, tujuan dan manfaat 
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pencatatan perkawinan, dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat, 
tata cara perkawinan serta pembahasan mengenai akta perkawinan. 
3. Indro Wibowo dalam judul skripsi, Itṡbᾱt nikah karena perkawinan tidak 
tercatat setelah lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus 
Pengadilan Jakarta Timur”, Tahun 2005. Skripsi ini lebih fokus kepada Itṡbᾱt 
Nikah yang terjadi sesudah berlakunya undang-undang No.  1 Tahun 1974 
yang terjadi di Indonesia dan mengetahui bagaimana pencatatan perkawinan 
antara pencatatan melalui itṡbᾱt nikah dengan pencatatan nikah yang langsung 
dicatatkan di Kantor Urusan Agama. 
4. Muh. Riswan dalam judul skripsi yang berjudul “Penetapan Itṡbᾱt nikah 
massal oleh Pengadilan Agama Makassar” tahun 2014. Skripsi ini membahas 
tentang bagaimana cara mempersempit lagi terhadap pengabulan perkara 
itṡbᾱt nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974.  
5. Rahmat Jatmika dalam judul skripsi yang berjudul “Itṡbᾱt nikah massal tahun 
2011 di Pengadilan Agama Wonosari (Studi terhadap alasan dan dasar hukum 
atas penetapan Itṡbᾱt nikah)”, tahun 2012. Skripsi ini membahas masalah 
Itṡbᾱt nikah massal mengenai alasan dan dasar hukum hakim dalam 
menetapkan permohonan itṡbᾱt nikah yang didaftarkan secara massal. 
Penelitian yang peneliti lakukan memiliki persamaan pada tema yang 
diangkat dengan penelitian terdahulu yaitu membahas masalah perkawinan tapi 
bedanya pada penelitian ini adalah peneliti lebih spesifikasi membahas bagaimana 
Efektivitas Itṡbᾱt Nikah Massal dalam mengurangi terjadinya pernikahan tanpa akta 
nikah.  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui Proses Itṡbᾱt Nikah Massal di Kecamatan Paleteang 
Kabupaten Pinrang. 
2. Untuk mengetahui Itṡbᾱt Nikah Massal dalam meminimalisir terjadinya 
pernikahan tanpa akta nikah. 
Adapun kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian/pemikiran lebih lanjut dan sebagai 
pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pernikahan. 
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan 
pertimbangan dalam meminimalisir mencuatnya angka permohonan itṡbᾱt 
nikah dengan perlunya pernikahan yang harus dicatatkan di Kantor Urusan 
Agama (KUA) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga 
pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Paleteang Kabupaten 
Pinrang tidak lagi berseberangan dengan Undang-undang perkawinan yang 
berlaku di Negara ini. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Tinjauan Umum Itṡbᾱt Nikah 
1. Pengertian Itṡbᾱt Nikah 
Itṡbᾱt nikah berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua 
kata yakni itṡbᾱt dan nikah. Itṡbᾱt yang merupakan māzdhār yang berasal dari kata 
ً اتاَبِْثا -ًَتَبَْثاyang mempunyai makna penetapan atau pembuktian.
1
Mengitṡbᾱtkan artinya 
menyungguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).
2
 Dari kataتابثاڶااyang berarti 
penetapan, penyungguhan, penentuan.Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa 
berarti حڪڼartinya "bersenggama atau bercampur” Itṡbᾱt mempunyai makna 
penetapan atau pembuktian. Yang dimaksud dengan itṡbᾱt nikah adalah suatu 
penetapan, penentuan, pembuktian atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan 
yang telah dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. 
3
   
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Itṡbᾱt nikah adalah penetapan atau 
penentuan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.
4
 Itṡbᾱt nikah adalah pengesahan atas 
perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak 
dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 
Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Pengadilan). 
                                                             
1Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka 
Progresif, 1997), h. 145. 
2Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 339. 
3Yayan Sofyan, “itṡbᾱt Nikah bagi Perkawinan yang Tidak di Catat Setelah Diberlakukan 
UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, (Ahkam IV, No. 8, 2002), h. 75  
4 Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), h. 246. 
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Menurut pasal 6 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat 
atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum 
apapun. Artinya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu 
pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah istri 
maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama 
perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia 
tidak dapat mewarisi dari suami atau istrinya itu. 
Selanjutnya menurut pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan 
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai 
Pencatat Nikah. 
Disatu sisi Peraturan Perundang-undangan Indonesia menyatakan 
pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya 
perkawinan, namun disisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-
orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan 
Penetapan Nikah (itṡbᾱt Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan 
tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itṡbᾱt Nikahnya ke 
Pengadilan Agama.” 
Itṡbᾱt nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh 
sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan 
memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan ini 
telah sah.  
Selanjutnya menurut Endang Ali Mas’um ada kesamaan persepsi 
dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang 
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dimaksud dengan itṡbᾱt nikah merupakan produk hukum declarative sekedar untuk 
menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun 
tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan 
menjadi memiliki kepastian hukum (rechtzekerheid).
5
 
Dengan demikian, itṡbᾱt nikah adalah penetapan atas seorang pria dan 
wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam 
perkawinan, tetapi perkawinan pada masa lampau tersebut belum atau bahkan tidak 
tercatat di Kantor Urusan Agama yaitu PPN (Pegawai Pencatat Nikah). 
Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam perspektif  Undang-undang No. 
1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan 
jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi 
keyakinan beragama. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
menyatakan, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang 
sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada pasal 2 
ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan 
ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti autentik yaitu berupa Akta Nikah. Akta 
nikah merupakan bukti yang sah tentang tentang adanya perkawinan yang telah 
dilakukan oleh masyarakat. Akta nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang terlibat 
dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat 
bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan 
                                                             
5Endang Ali Mas’um, Kepastian Hukum Istbat Nikah, Makalah disampaikan dalam Forum 
Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di Hotel Le Dian Serang, 
tanggal 15 Mei 2012, h. 4. 
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lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu 
harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil. 
Kewenangan mengenai perkara itṡbᾱt nikah bagi Pengadilan Agama adalah 
diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum 
berlakunya undang-undang nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang 
menyebutkan: 
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang 
dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”6 
 
2. Dasar Hukum Itṡbᾱt Nikah 
Pada dasarnya kewenangan perkara itṡbᾱt nikah bagi Pengadilan Agama 
dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan 
dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), 
Jo. Pasal 64 Undang-undang No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini 
berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: 
“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan 
itṡbᾱt nikahnya ke Pengadilan Agama.” 
Keseluruhan aturan perkawinan tersebut didasarkan pada tiga asumsi. 
Pertama, bahwa perkawinan itu adalah persoalan yang harus dilihat dari sudut perdata 
sehingga perkawinan dianggap sebagai perkawinan perdata (urgelijke hurelijk) yang 
                                                             
6
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 64 
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dijumpai dalam BW. Kedua, bahwa perkawinan itu dihubungkan dengan bentuk 
hukum keluarga yang berlaku khususnya bagi golongan pribumi yang dipengaruhi 
oleh hukum adatnya masing-masing. Ketiga, bahwa perkawinan itu berhubungan erat 
dengan segi keagamaan dan kerohanian dengan mengadakan perbedaan anatara 
perkawinan Kristen dan non Kristen, perkawinan Islam dan non Islam serta Hindia 
dan non Hindia khususnya bagi golongan pribumi. 
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa pemberlakuan hukum Islam di 
Indonesia tentang perkawinan sudah ada sejak agama Islam masuk ke Indonesia, 
namun pencatatan perkawinan pada masa itu belum ada, maka proses itṡbᾱt nikah 
atas pernikahan yang terjadi sebelum UUP belum ada. 
Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itṡbᾱt nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan 
Agama terbatas megenai hal-hal yang berkenaan dengan: 
a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaiaan perceraian 
b) Hilangnya akta nikah 
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 
d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 
e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 
Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa 
KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-undang, 
baik oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-
undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP 
MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-
15 
 
 
 
undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan 
Republik Indonesia. 
Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 beserta penjelasannya 
menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara 
yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila 
dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh undang-undang. 
Mengenai itṡbᾱt nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam 
pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta 
nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk 
menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan 
(dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan 
yang dilakukan sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap 
perkawinan yang terjadi sesudahnya. 
Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai 
perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan 
perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari 
perkara tetapi perkara itu telah terjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh 
undang-undang. Menurut Prof. Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara isbat 
nikah tidak dilayani. 
Perkara itṡbᾱt nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-
undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak 
berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk itṡbᾱt perkawinan, maka secara sosiologis 
pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif. 
16 
 
 
 
Pada ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut 
yang sangat luas tentang itṡbᾱt nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal 
dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya dijelaskan bahwa ini hanya diberlakukan 
setelah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan 
seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak 
mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal 
telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka. 
Demikian pula pada pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya 
kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan 
preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang 
asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua 
dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera 
pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan itu berada. 
Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah 
atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa 
yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara itṡbᾱt nikah, sebab 
biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan 
sesuai dengan syariat (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). 
Permohonan itṡbᾱt nikah menurut pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam 
menyatakan bahwa yang berhak mengajukan itṡbᾱt nikah adalah suami atau istri, 
anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan 
itu.
7
 
                                                             
7
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 29.  
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3. Proses Pengesahan itṡbᾱt nikah 
Perkara pengesahan nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan 
berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang 
yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah 
dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada 
pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan 
yang jelas. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi pasangan suami istri untuk melakukan 
itsbat nikah adalah sebagai berikut: 
a. Menyerahkan surat permohonan itsbat nikah ke pengadilan Agama 
setempat 
b. Surat keterangan dari KUA yang menyatakan pernikahan tidak tercatat 
c. Surat keterangan dari kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa 
permohonan belum menikah 
d. Foto Copy KTP dan pas foto pemohon Itsbat 
e. Membayar biaya perkara 
f. Lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan 
Tata cara proses pemeriksaan permohonan itṡbᾱt nikah: 
1) Jika permohonan itṡbᾱt nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan 
bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan  
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tersebut menolak permohonan itṡbᾱt nikah, maka suami dan istri bersama-
sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum 
kasasi. 
2) Jika permohonan itṡbᾱt nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, 
maka permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau 
istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, 
produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan 
upaya hukum banding dan kasasi. 
3) Jika itṡbᾱt nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut diatas, diketahui suami 
masih masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, 
maka istri terdahulu tersebut tidak dimasukkan, maka permohonan harus 
dinyatakan tidak dapat diterima. 
4) Jika permohonan itṡbᾱt nikah diajukan oleh anak, wali nikah dan pihak 
yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan 
suami dan istri dan/atau ahli waris lainnya sebagai pihak termohon. 
5) Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka atau istri dapat 
mengajukan itṡbᾱt nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai 
pihak termohon, produknya berupa putusan. 
6) Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, 
maka permohonan itṡbᾱt nikah diajukan secara voluntair, produknya 
berupa penetapan. 
7) Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak 
dalam perkara permohonan itṡbᾱt nikah tersebut pada angka 1 dan 5, 
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dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah 
mengetahui ada penetapan itṡbᾱt nikah. 
8) Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak 
dalam perkara permohonan itṡbᾱt nikah tersebut dalam angka 2, 3 dan 4 
dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama dapat 
mengajukan pembatan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan 
Agama. 
 
B. Pencatatan Perkawinan 
Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah 
perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan 
di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan 
perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang 
beragama selain Islam.
8
 
Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga Negara 
sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan 
bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat 
mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum. Akta 
autentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang 
untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik 
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Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 55. 
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maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat dimana pejabat 
berwenang menjalankan tugasnya.
9
 
Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pencatatan perkawinan, yaitu: 
1) Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah 
dilakukan kedua belah pihak.  
2) Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses 
terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 
Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan 
kemaslahatan bagi kedua belah pihak bagi suami maupun istri. 
Di Indonesia, aturan tentang pencatatan perkawinan dapat dilihat di 
Undang-undang  No. 24 Tahun 1964. Undang-undang ini mengatur hanya 
administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh Pegawai 
Pencatat Nikah. Aturan pencatatan pernikahan diperkuat dalam Undang-undang No. 
1 Tahun 1974 dan KHI. KHI menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan 
hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak dipenuhinya 
pendaftaran perkawinan berakibat pada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya 
hukum di pengadilan  akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti KHI 
tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, KHI 
membedakan antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut 
Negara, dan dengan demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika 
pihak-pihak yang terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinannya.
10
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Mukti Arto, Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1996), 144.  
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Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin. Hukum Keluarga, Pidana dan 
Bisnis, (Cet. I; Kharisma Putra Utama, 2013), h. 26. 
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Sejak diberlakukan tahun 1974 melalui UPP, prosedur pencatatan nikah 
masih disalahpahami oleh kebanyakan umat Islam Indonesia, ada pertentangan antara 
apa yang dipahami sebagai syarat sah perkawinan menurut masyarakat dan 
pemerintah. Perlunya perkawinan tersebut dicatat agar terjamin ketertiban 
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan tujuan utama 
dari pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan 
dengan administrative kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada 
terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan.
11
 Dengan adanya tertib administrasi 
kenegaraan itu diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat 
dikontrol sehingga tidak ada pihak (terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan 
kata lain peraturan perundang-undangan itu dibuat bukannya tanpa tujuan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut mayoritas umat Islam menyimpulkan, 
peraturan pencatatan perkawinan tidak pernah ada dalam kitab-kitab fiqh. 
Dikarenakan tidak ada konsekuensi agama apapun apabila mereka meninggalkannya. 
Sederhananya, ketentuan pencatatan perkawinan itu hanyalah masalah administrasi 
Negara saja dan tidak ada hubungannya dengan kategori sah atau tidaknya sebuah 
perkawinan. 
Perkawinan yang tidak tercatat mempunyai dampak negatif, yaitu:
12
 
1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yang dalam 
melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik 
suami  maupun istri.  
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Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2006), h. 252. 
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Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, 
h. 58. 
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2. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu 
pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara 
hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak 
berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap 
pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak 
sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan 
perkawinan tersebut dianggap illegal dimata hukum. Dengan demikian, 
perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh 
Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi 
menimbulkan kemudharatan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan 
perkawinan. 
Perkawinan secara normatif  harus dicatatkan merupakan kesepakatan 
nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna 
terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya 
pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai maslahah mursalah dalam 
kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan ijab qabul dalam perkawinan merupakan salah 
satu kewajiban bagi oran Islam. 
13
 
Di dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau 
pencatatan yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah/2:282. 
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                           
                         
                          
 
Terjemahnya:  
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang ysng 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). 
Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa pencatatan merupakan 
alat bukti tertulis. Meskipun perintah pencatatan pada ayat tersebut adalah terkait 
dengan perikatan yang bersifat umum, namun berlaku juga pada masalah pernikahan. 
Apabila perikatan (akad) muamalah saja dianjurkan agar dicatat untuk dijadikan alat 
bukti, tentunya akad nikah sebagai perikatan yang kokoh dan langgeng (mitsaqan 
ghalizan) mestinya seruannya lebih dari itu.
14
 
Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan 
merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. 
Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau 
maslahah mursalah yang menurut Al-Syatibi merupakan dalil qath’I yang dibangun 
atas dasar kajian induktif (istiqra’i). Dengan pencatatan pernikahan maka akan 
                                                             
14
Neng Djubaidah, Pencatatn Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum 
Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 153. 
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membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga 
kemaslahatan bagi keluarga.
15
 
Adapun akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan yaitu: 
a) Perkawinan dianggap tidak sah 
Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun 
dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh 
Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. 
b) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu 
Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak 
tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibu atau keluarga ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang 
Perkawinan). 
c) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan 
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun 
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut 
nafkah ataupun warisan dari ayahnya. 
 
C. Implikasi Itṡbᾱt Nikah Terhadap Status Perkawinan, Terhadap Anak, dan 
Harta Bersama 
Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan tersebut menurut Bagir 
Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) yang berfungsi 
sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah 
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satu alat bukti perkawinan.
16
 Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah 
melakukn perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut 
Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan 
akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) akibatnya 
perkawinan yang baru menjadi tidak sah. 
Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan 
dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu: 
1) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan 
memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. 
2) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada 
Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. 
Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) 
dan tidak pula dimintakan Itṡbᾱt nikahnya, maka kedudukan perkawinan adalah: 
1) Tidak mendapat pengakuan Negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum 
karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak 
menimbulkan akibat hukum. 
2) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan 
ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada. 
3) Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut 
tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya. 
Setelah dikabulkannya Itṡbᾱt nikah, implikasinya terhadap status 
perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu 
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pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan 
Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain 
itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. 
Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya 
perkawinan, persyaratan formil ini bersifat procedural dan administrative. Itṡbᾱt 
nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak 
anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami istri 
tersebut bercerai. Atau dengan kata lain Itṡbᾱt nikah sebagai dasar hukum dari 
pencatatan perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.  
Tetapi lain dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang 
atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah 
perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara 
hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. 
Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam 
mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang 
dilahirkan.Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau 
lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.
17 
Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang 
dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 
1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat 
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Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogyakarta: 
Liberty Yogyakarta, 1986), h. 67  
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hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan 
hukum.
18
 
1. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam 
Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai 
kenikmatan lahiriah semata, tetapi lebih dari itu menjadi bagian dari pemenuhan 
naluri yang didasarkan pada aturan Allah (bernilai ibadah). Hal ini sesuai dengan 
yang tertuang di dalam pasal 2 KHI Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974  tentang Perkawinan, maka dasar berlakunya Hukum Islam dibidang 
perkawinan, talak dan rujuk tentulah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ini 
terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang menetapkan sebagai berikut:  
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-
peraturan, perundang-undangan yang berlaku”.19 
Adapun mengenai hukum keluarga di Indonesia sebelum era reformasi, 
telah terjadi pembaharuan yang begitu brilliant dengan disahkannya Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dikeluarkannya Intruksi Presiden RI No. 
1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ia merupakan kumpulan 
norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berasal dari unsur-
unsur hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Namun, dengan lahirnya Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, berarti merupakan pukulan 
yang amat telak terhadap teori receptie. Akan tetapi untuk era ini, penting rasanya 
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Nasrudin Salim, Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan 
Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV, (Jakarta: Yayasan Al 
Hikmah, 2003), h. 67. 
19
Asnawi Mochd, Himpunan Peraturan dan Undang-undang RI tentang Perkawinan serta 
Peraturan Pelaksanaan, (Kudus: Menara, 1975), h. 232. 
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untuk menelaah ulang aturan di atas dan diperbaharui isinya agar kembali menjadi 
solusi umat. 
20
 
Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang-
undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan 
memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan 
telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-
orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan 
oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
21
 
Pada zaman Rasulullah SAW, kewajiban untuk mencatatkan pernikahan 
memang tidak ada,. Semua itu dikarenakan belum terbentuknya infrastruktur 
pemerintahan yang lengkap seperti sekarang ini. Dari perspektif Fikih sebagai salah 
satu sumber hukum Islam, bahwa ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan 
mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh Fikih 
walaupun ada ayat al-Qur’an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk 
transaksi muamalah. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an 
akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan 
(oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama maka mereka sangat mengandalkan 
hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah 
hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, transaksi walimat al-urusy walaupun dengan 
seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan. 
Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum 
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Ahmad Rajafi, Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Cet. I; Yogyakarta: Istana 
Publishing, 2015), h. 170. 
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Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), h. 50.   
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terjadi antar wilayah Negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu 
berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang 
sama, sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. 
22
 
Jadi pencatatan perkawinan bukanlah sesuatu yang dipandang penting pada 
waktu itu, sehingga pembuktian perkawinan bukanlah dengan suatu akta tertulis yang 
harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi perkawinan cukup 
dibuktikan dengan saksi dan para walimah yang dihadiri oleh banyak orang. Namun 
walupun tidak ada kewajiban pencatatan perkawinan, Rasulullah sendiri 
memerintahkan agar perlu dilakukan pengumuman (I’lan) atas setiap pernikahan 
untuk menghindari fitnah. Jadi, Islam sendiri memerintahkan agar pernikahan 
dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi.  
Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, dengan tujuan:
23
 
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan 
harus dicatat.  
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. 
Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam pasal 5 Ayat (1) KHI juga 
hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 
semata. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya umat Islam Indonesia harus 
menyadari bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting 
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Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI), (Jakarta : Kencana, 2004), h. 
120-121.  
23
 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
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karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT, dan 
telah diperjuangakan oleh umat Islam Indonesia sebagai hukum positif sehingga 
mempunyai daya mengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh 
umat Islam. 
2. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Demikian menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. Jadi menurut Undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila 
dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan 
perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo 
seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian). Demikian juga tidaklah 
merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti 
Group Marriage yang terdapat dimasyarakat Masai di Afrika, 5 orang pria sekaligus 
mengawini saudara perempuannya seperti di Tibet atau suku Margisan dan mungkin 
juga kalangan suku Yadaan Kanaits di India. 
Dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun  1974, harus: 
24
 
1) Didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, 
berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.  
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2) Pada asasnya perkawinan itu adalah satu istri bagi suatu suami dan 
sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi 
oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh 
beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian 
dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-
istri dan akan-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap 
istri-istri dan anak-anak mereka.  
3) Pria harus telah berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam 
belas) tahun.  
4) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali 
dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) 
tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan Agama apabila 
umur pada calon kurang dari 19 dan 16 tahun.  
5) Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang: 
a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke 
atas.  
b) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara 
saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang 
dengan saudara neneknya.  
c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan 
ibu/bapak tiri.  
d) Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan.  
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e) Berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau 
keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari 
seorang.  
f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku dilarang kawin. 
6) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali 
dispensasi oleh pengadilan.  
7) Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, di antara mereka tidak boleh 
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.  
8) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau 
tenggang waktu tunggu.  
9) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur 
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri 
Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 
Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dinyatakan 
bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.” 
Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. 
Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di 
dalam PP No. 9 Tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat (1) yang di dalam 
penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan (ii) 
maksud hukum agama termasuk ketentuan Perundang-unangan yang berlaku. 
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Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang 
perkawinan pasal 3 ada dinyatakan: 
(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan 
dilangsungkan. 
(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari 
kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.  
(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan 
sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala 
Daerah. 
Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini 
adalah sebagai berikut:
25
 
1) Tujuan perkawinan adalah membentuk le;uarga yang bahagia dan kekal 
untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 
kesejahteraan spiritual dan materiil. 
2) Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah 
bilaman dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 
penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang 
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Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Studi Analisis dari undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), h. 56  
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dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat 
dalam daftar pencatatan. 
3) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki 
oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan 
mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun 
demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri 
meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya 
dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan 
diputuskan oleh pengadilan. 
4) Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah 
masak jiwa raganya utnuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian 
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, utnuk itu harus dicegah 
adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. 
5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, 
kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk 
mempersukar terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alas an 
tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. 
6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat 
dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. 
Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP 
hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat 
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dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri 
yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada 
sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administrative yang 
juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.
26
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BAB III 
METEDOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau field research dalam 
mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan  bersumber dari hasil 
wawancara pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini titik persoalan bersumber pada 
masyarakat, pelaku Itṡbᾱt Nikah, dan hakim pengadilan agama dengan cara 
melakukan observasi dan menghimpun informasi-informasi yang dilakukan 
melalui wawancara mendalam dari sejumlah responden. 
 Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di 
Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, Kantor Pengadilan Agama dan Kantor 
Urusan Agama (KUA) karena KUA tersebut tempat diadakannya Itṡbᾱt Nikah 
Massal oleh Pengadilan Agama Pinrang. Selain itu memudahkan peneliti dalam 
meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya  tujuan 
penelitian ini. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Normatif, Yuridis dan sosiologis. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan masalah 
yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-qur’an, 
hadis, maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan “Efektivitas Itṡbᾱt 
Nikah Massal dalam Meminimalisir Pernikahan Tanpa Akta Nikah di Kecamatan 
Paleteang Kabupaten Pinrang (Studi Kasus 2016-2017)”. Pendekatan Yuridis 
berupa perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian ini. 
37 
 
C. Sumber Data 
1. Data Primer1 
Peneliti menggunakan sumber rujukan dari penetapan itṡbᾱt nikah massal 
di kua kecamatan paletang kabupaten pinrang.  
2.   Data Sekunder
2
 
Cara lain yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu 
dengan wawancara kepada para responden, baik itu kepala KUA maupun 
pihak-pihak yang terkait dengan Itṡbᾱt Nikah. Dalam hal ini peneliti 
menggunakan pedoman wawancara agar responden dapat dengan mudah 
memberikan jawaban dan penjelasan secara terstruktur mengenai data dan 
informasi yang dibutuhkan. Selain itu peneliti juga menggunakan 
dokumentasi sebagai literatur yang mendukung perluasan wawasan atau 
sudut pandang peneliti, peraturan perundang-undangan dan variabel lain 
yang berkaitan dengan efektivitas itṡbᾱt nikah massal dalam 
meminimalisir terjadinya pernikahan tanpa akta nikah.  
3.   Data Tersier 
Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap data primer dan data sekunder, misalnya kamus-kamus dan 
ensiklopedia. 
 
 
                                                             
1 Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Amiruddin dan 
Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 30. 
2
Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen yang resmi, buku-buku, hasil-
hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, h. 30. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
 Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka 
penulis melakukan pengumpulan data dengan cara yakni melalui metode 
penelitian kepustakaan (field research). 
1. Metode Penelitian Kepustakaan (library research) 
Metode penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian 
yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan 
membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 
2. Metode Deskriptif Kualitatif  
Metode deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan 
keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan 
apa yang sebenarnya terjadi.  
 
E. Instrumen Penelitian 
 Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat 
peneliti adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diuji validasi”. Uji 
validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrumen 
dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur 
apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkap mengapa yang ingin 
diungkapkan. 
 Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
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menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 
atas temuannya.
3
 
 Instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen 
Non test, yang berupa:  
1. Interview 
Interview yang sering disebut juga dengan wawancara atau kuesioer lisan 
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 
informasi dari narasumber. 
2. Observasi 
Dalam hal ini pengamatan langsung, baik berupa rekaman, gambar, dan 
rekaman suara. 
3. Dokumentasi 
Penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-
arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak  Kantir 
Urusan Agama Pinrang. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara  kualitatif 
terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur 
pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat 
umum. Data yang diperoleh dari KUA dan bahan-bahan yang dibutuhkan tentang 
Itṡbᾱt Nikah, dianalisis, dan disimpulkan  secara induktif untuk menjawab 
permasalahan penelitian. Deskripsi ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan 
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Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 
Alfabeta, 2014), h. 222.  
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hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum 
yang menjadi objek penelitian. 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti 
dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau 
tidak, sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan bahan referensi. 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai  contoh, data 
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga 
data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam 
penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil 
observasi sebagai bahan  referensi.  
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BAB IV 
ITSBAT NIKAH MASSAL DI KECAMATAN PALETEANG  
KABUPATEN PINRANG 
 
A. Gambaran Umum Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang 
1. Letak Geografis 
Kecamatan Paleteang merupakan salah satu Kecamatan yang mempunyai 
Wilayah yang berbatasan langsung dengan Wilayah Kota Pinrang. Dengan Luas 
Wilayah keseluruhan : 37.29 Km.2. Dan mempunyai 6 (Enam) Kelurahan dengan 
jumlah penduduk 30.857 Jiwa dengan batas wilayah sebagai berikut : 
Sebelah Utara  : Kecamatan Patampanua. 
Sebelah Timur : Kecamatan Tiroang. 
Sebelah Selatan : Kecamatan Watang Sawitto. 
Sebelah Barat  : Kecamatan Cempa. 
Kecamatan Paleteang yang terdiri dari 6 (Enam) Kelurahan memilik jumlah 
penduduk tercatat 30.587  Orang. 
Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 8365,73 mm, dengan curah hujan rata-
rata bulanan tertinggi sebesar 1.149,33 mm terjadi pada Bulan Oktober dan terendah 
sebesar 1,5 mm terjadi pada Bulan September sepanjang tahun terjadi bulan basah 
(curah hujan bulanan > 100 mm) selama 6 (enam) bulan yakni dari bulan Januari 
hingga bulan  Mei dan Nopember. Jumlah hujan rata-rata tahunan sebanyak 104,30 
hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Oktober yaitu 20 hari dan paling 
sedikit pada bulan Desember yaitu 11 hari. 
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Kecamatan Paleteang terletak pada ketinggian 500 – 1000 m diatas 
permukaan laut dengan kondisi lahan keseluruhan yang relatif datar dengan 
kemiringian berkisar 0-2 %. Ketinggian air permukaan tanah relatif rendah yaitu 
berkisar 5 – 10 m, dengan aliran sungai Saddang yang merupakan salah satu potensi 
untuk jaringan air. Suhu udara berkisar 18 - 32, suhu minimum berkisar 18 - 26 
dan suhu maksimum berkisar antara 27 - 32 C. 
Dalam upaya menyikapi permasalahan strategis serta perubahan dan 
perkembangan lingkungan yang terjadi, maka Kecamatan Paleteang perlu menetapkan 
visi agar mampu mengarahkan perjalanan organisasi melalui penyelenggaraan tugas 
sesuai tugas pokok dan fungsinya. Visi merupakan suatu pandangan ke depan, yang 
dapat menentukan arah kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa sehingga 
dapat eksis dan konsisten, antisipasi, inovatif serta produktif. 
Visi Kecamatan Paleteang yang telah dirumuskan dan ditetapkan adalah : 
“Terwujudnya Kecamatan Paleteang Menjadi Kecamatan Terdepan Dalam Rangka 
Terwujudnya Pelayanan Prima”. Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata 
kunci sebagai berikut : 
Pelayanan yang prima  Makna yang terkandung adalah di dalam 
pengembangan implementasi pelayanan publik yang unggul dan memuaskan 
masyarakat dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inovasi 
mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan. Memberikan pelayanan terbaik kepada 
seluruh lapisan masyarakat dengan sikap ramah, sopan, tulus dan rendah hati dengan 
perilaku,senyum salam sapa, memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akurat serta 
menerima kritik dan saran untuk perbaikan pelayanan. 
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Untuk mencapai Visi Kecamatan Paleteang, maka perlu ditetapkan Misi yang 
bertujuan memberikan gambaran pemahaman mengenai cara mencapai keberhasilan 
dalam meraih visi. Misi Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang adalah sebagai 
berikut: 
1) Memantapkan Pelaksanaan Pelayanan Prima di Lingkup Pemerintah Kec. 
Paleteang. 
2) Meningkatnya Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan. 
2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang 
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian 
tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota dibidang urusan 
agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang 
terletak di Kelurahan Benteng Sawitto Kabupaten Pinrang dan diresmikan secara 
simbolis oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim saifuddin pada tanggal 01 
November 2017 yang dimana kantor KUA Paleteang yang diketuai oleh Drs. H. M. 
Idris, MA periode 2017. 
Visi 
Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa,berakhlaq mulia, sejahtera, maju dan 
mandiri dengan menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan 
Misi  
(1) Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat dalam 
bidang agama berbasis informasi teknologi.  
(2) Menjalin kemitraan dan membangun kebersamaan dengan berbagai instansi 
terkait, tokoh agama dan masyarakat.  
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(3) Memberikan pelayanan prima dan profesional dalam bidang pencatatan Nikah-
Rujuk.  
(4) Menjadi pelopor dan motivator dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama 
menuju keluarga sakinah dengan meningkatkan bina dan pelayanan 
maszawaibsos, produk halal, kemitraan umat, dan hisab rukyat.  
(5) Memberikan pembinaan, pemberdayaan pra dan pasca haji.1 
Dari visi dan misi Kantor Urusan Agama Pinrang di atas dapat disimpulkan 
bahwa pemerintah membuat visi dan misi agar terwujudnya masyarakat yang 
bertaqwa, berakhlak mulia dan menjadikan Kantor urusan Agama sebagai pusat 
informasi dan pelayanan masyarakat dalam bidang agama berbasis teknologi dan 
memberikan pelayanan prima dan professional. 
Struktur Lembaga tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien, diperlukan 
struktur organisasi agar dapat diketahui wilayah kerja masing-masing unit didalam 
penyelengaraaan tugasnya. Dengan struktur Organisasi Lembaga, maka dapat 
diketahui tugas dan wewenangnya masing-masing.  Sesuai dengan ketentuan yang 
diatur Kementerian Agama RI Nomor... Tahun 1985 pasal 1 bab 1 tentang uraian 
pelaksanaan tugas Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, maka dari itu 
Kantor Urusan Agama menggunakan Struktur Organisasi Lembaga yang lebih 
progresif, fleksibel  dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanpun susunannya yaitu:
                                                             
1 Dokumen, KUA tahun 2017 
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Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Paleteang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PELAKSANAAN, PELAYANAN, 
PENGAWASAN, PENCATATAN DAN 
PELAPORAN NIKAH RUJUK 
Lukman Siragi, S.Ag 
 
PELAYANAN STATISTIK& 
PENGADILAN DOKUMENTASI 
SISTEM INFORMASO KUA 
Dra. Hj. Hasnah 
ADMINISTRASI 
H. Aliyati Malik, SH 
 
 
Dra. Saida 
PENYULUHAN AGAMA ISLAM 
Sitti Dahlia 
PENGHULU KUA 
Abd. Rahman M, S.Ag 
 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
 TATA USAHA 
M. Said Paluseri, S.Ag 
 
BIMBINGAN KEMASJIDAN 
Suriani Daming 
BIMBINGAN ZAKAT WAKAF 
Hj. Ratna, ST 
    KEPALA 
Drs. H. M. Idris, MA 
BIMBINGAN HISAB RU’YAH DAN 
PEMBINAAN SYARIAH 
Dra. Hj. Nursyamsi 
PELAYANAN & KETATA USAHAAN 
DAN KERUMAH TANGGAAN KUA 
KECAMATAN 
Intan, S.Pd.I 
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Pengadilan Agama Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 
45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 dan Surat Penetapan Menteri Agama No. 5 
tahun 1958 tertanggal 6 Maret 1958.  
Perjalanan Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang, dimulai pada masa 
sebelum penjajahan, Peradilan agama telah dikenal bersamaan masuknya agama 
Islam di Indonesia dengan menunjukkan keberadaannya sekaligus berfungsi sebagai 
penasehat bagi kesultanan Islam, hal ini berlangsung sampai masa penjajahan 
Belanda.Penjajahan Belanda juga mencampuri urusan pengadilan agama dengan 
dikeluarkannya Stb. 1882 No. 152 tahun 1882, yang dikenal dengan “Priesterraad” 
kemudian diubah dengan Stb. No. 610 tahun 1937 mengenai wewenang untuk 
pengadilan agama di Jawa dan Madura. 
Masa kemerdekaan,  Pada tahun 1946 Presiden RI telah menetapkan 
Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak dan Rujuk. Dengan meningkatnya tugas-tugas bidang kepenghuluan 
dan pencatatan NTCR maka atas resolusi konprensi jawatan agama seluruh Jawa dan 
Madura tanggal 12 s/d 16 November 1947 menetapkan formasi yang terpisah dari 
penghulu kabupaten. Terjadilah pemisahan fungsi dan tugas antara penghulu 
kabupaten sebagai kepala pegawai pencatat nikah dengan penghulu hakim, yakni 
ketua pengadilan agama sebagai Qadhi dan Hakim Syara’. Berdasarkan Peraturan
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Pemerintah No. 45 tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan 
Irian Barat serta tempat kedudukan dan daerah hukumnya dan Peraturan Menteri 
Agama No. 5 tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat, 
termasuk Pengadilan Agama Pinrang di Sulawesi Selatan. 
Masa berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Pengadilan Agama 
Maros adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin 
kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang ketentuan-ketentuan 
pokok kekuasaan kehakiman. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 
tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama, maka pengadilan agama yang 
kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu mengenai golongan rakyat 
tertentu yang merdeka, beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh 
karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan peradilan agama oleh Undang-
Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan pengadilan agama oleh 
pengadilan negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kehadiran peradilan agama oleh 
undang-undang ini diadakan jurusita, sehingga pengadilan agama dapat 
melaksanakan keputusannya sendiri. 
Masa berlakunya Keppres satu atap sampai sekarang. Pada amandemen 
ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November 2001 menentukan dalam 
pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di 
bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya. Dari hal di atas, lahirlah 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman sebagai 
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pengganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1970. Keberadaan undang-undang tersebut, untuk 
mengefektifkannya, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 
2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan 
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah 
Agung, tanggal 23 Maret 2004. Pada Keppres tersebut ditetapkan bahwa terhitung 
tanggal 30 Juni 2004 Peradilan Agama sudah resmi dialihkan dari Departemen 
Agama ke Mahkamah Agung baik dari segi organisasi, administrasi dan finansial. 
Amandemen dan perubahan undang-undang tersebut di atas memaksa dan 
menghendaki adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama. Oleh karenanya, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 
untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat, khususnya 
masyarakat muslim.  
Pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut, peradilan agama sudah 
sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia dalam berbagai hal di bawah 
naungan Mahkamah Agung, termasuk usia pensiun hakim, begitupula pada pasal 49 
undang-undang tersebut menambahkan kewenangan peradilan agama dalam hal 
Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah.  
a. Dasar hukum pembentukan pengadilan agama pinrang 
1) Kekuasaan kehakiman yang yang dilakukan oleh sebuah mahkamah dan lain-
lain badan kehakiman menurut UU/UUD 1945 Pasal 24 (1). 
2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman diatur dengan UU/UUD 1945 pasal 
(2). 
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3) Apabila peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian 
tersendiri dan peradilan swapraja/UU Darurat Nomor 1/1951 pasal (4). 
4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan/ UU No. 14/1970 pasal 2 (1). 
5) Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan. 
a) Peradilan umum 
b) Peradilan agama 
c) Peradilan militer 
d) Peradilan tata usaha Negara 
b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang 
VISI 
“ Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang Yang Bersih, Berwibawa dan Profesional 
dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supermasi Hukum”. 
MISI 
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan 
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif 
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat 
5. Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan 
6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum 
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c. Wilayah Yuridiksi 
Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B 
 
 
 
d. Struktur Organisasi 
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B. Proses Itṡbᾱt Nikah Massal di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang  
Itṡbᾱt nikah adalah sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan 
sirih yang telah dilakukan, untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan 
pernikahan yang telah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum Islam, serta dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Aturan pencatatan pernikahan juga diperkuat 
dalam KHI. KHI menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya 
pencatat perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak dipenuhinya pendaftaran 
perkawinan berakibat pada ketidakabsahannya perkawinan, dan upaya hukum di 
pengadilan  akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar. Ini berarti KHI tidak 
memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar. Namun, KHI membedakan 
antara keabsahan secara agama dan legalitas perkawinan menurut Negara, dan dengan 
demikian tidak menganggap perkawinan batal secara agama jika pihak-pihak yang 
terkait hanya tidak mendaftarkan perkawinannya.
2
 
Sejak diberlakukan tahun 1974 melalui UPP, prosedur pencatatan nikah 
masih disalahpahami oleh kebanyakan umat Islam Indonesia, ada pertentangan antara 
apa yang dipahami sebagai syarat sah perkawinan menurut masyarakat dan 
pemerintah. Perlunya perkawinan tersebut dicatat agar terjamin ketertiban 
perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, dan tujuan utama 
dari pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan 
                                                             
2
Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin. Hukum Keluarga, Pidana dan 
Bisnis, (Cet. I; Kharisma Putra Utama, 2013), h. 26. 
52 
 
dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya 
ketertiban sosial kemasyarakatan.
3
 Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan itu 
diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga 
tidak ada pihak (terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain peraturan 
perundang-undangan itu dibuat bukannya tanpa tujuan. 
Perkawinan yang tidak tercatat mempunyai dampak negatif, yaitu:
4
 
1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yang dalam 
melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami  
maupun istri.  
2. Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, 
maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. 
Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban 
mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. 
Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan 
ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut 
dianggap illegal dimata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang 
dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 
maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan dan 
pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan. 
Perkawinan secara normatif  harus dicatatkan dan merupakan kesepakatan 
nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna 
                                                             
3
Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2006), h. 252. 
4
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, 
h. 58. 
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terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya 
pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai maslahah mursalah dalam 
kehidupan rumah tangga. Pelaksanaan ijab qabul dalam perkawinan merupakan salah 
satu kewajiban bagi orang Islam. 
Perkara pengesahan itṡbᾱt nikah adalah adanya perkawinan yang 
dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 
yang berwenang  yang diajukan oleh pasangan suami istri atau salah satu dari suami 
atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan 
tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat tinggal Pemohon dengan 
menyebutkan alasan-alasan dan kepentingan yang jelas. 
Tata cara proses pemeriksaan permohonan itṡbᾱt nikah: 
1. Jika permohonan itṡbᾱt nikah diajukan oleh suami istri, maka permohonan 
bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, apabila isi penetapan tersebut 
menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau 
suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. 
2. Jika permohonan itṡbᾱt nikah diajukan oleh salah seorang suami atau istri, maka 
permohonan bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak 
mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan 
dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi. 
3. Jika itṡbᾱt nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui suami masih 
terikat dalam perkawina n yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu 
tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak 
dimasukkan, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 
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4. Jika permohonan itṡbᾱt nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak yang 
berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan istri 
dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon. 
5. Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau istri dapat 
mengajukan itṡbᾱt nikah dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak 
Termohon, produknya berupa putusan. 
6. Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka 
permohonan itṡbᾱt nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. 
7. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam 
perkara permohonan itṡbᾱt nikah tersebut pada angka 1 dan 5, dapat melakukan 
perlawanan kepada Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itṡbᾱt 
nikah. 
8. Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan  dan tidak menjadi pihak dalam 
perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 dapat 
mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama selama perkara belum diputus. 
9. Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak 
dalam perkara itṡbᾱt nikah tersebut dalam angka 2, 3, dan 4, sedang permohonan 
tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama. 
Menurut Drs. H. A. Amiruddin B, SH. MH, itṡbᾱt (penetapan) merupakan 
produk Pengadilan Agama dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan 
diistilahkan dengan jurisdicttio voluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang 
sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon yang memohon untuk 
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ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.
5
 Perkara voluntair adalah perkara 
yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada 
lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima kecuali kepentingan 
undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang dapat diajukan ke 
Pengadilan antara lain:
6
 
a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk 
melakukan tindakan hukum. 
b. Penetapan pengangkatan wali. 
c. Penetapan pengangkatan anak. 
d. Penetapan nikah (itsbat nikah). 
Sebenarnya di dalam ruang lingkup pengadilan, itṡbᾱt nikah massal 
mempunyai istilah lain yang di sebut dengan pelayanan terpadu itṡbᾱt nikah. 
Dinamakan istilah pelayanan terpadu karena setelah dilakukan sidang itṡbᾱt nikah 
oleh hakim tunggal, selanjutnya penetapan tersebut langsung mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan data tersebut terakses secara online ke Kementrian Agama (dalam 
hal ini KUA) untuk di buatkan Buku Kutipan Akta Nikah, kemudian dari KUA 
terakses secara online ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk 
dibuatkan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi pasangan yang telah mempunyai 
anak.
7
 
                                                             
5
 Drs. H. A. Amiruddin B, SH. MH, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B, 
wawancara (Tanggal 17 Mei 2018). 
6  Jurnal Tioma R. Hariandja dan Supianto, “ Ef ektivitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap 
Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” 
http://ejurnal.uji.ac.id/index.php/REC/article/download/132/128, (diakses 30 Juni 2018). 
7
 Drs. H. A. Amiruddin B, SH. MH, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B, 
wawancara (Tanggal 17 Mei 2018). 
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Beliau menambahkan bahwa terdapat satu fenomena dalam masyarakat, 
yaitu masih banyak perkawinan yang tidak tercatat sehingga berakibat tidak dapat 
diterbitkannya akta kelahiran bagi anak yang lahir dari satu perkawinan yang orang 
tuanya tidak mempunyai akta perkawinan. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa 
pelaksanaan Pelayanan Terpadu itṡbᾱt Nikah bertujuan untuk mewujudkan tertib 
administrasi kependudukan guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap 
penentuan status pribagi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. 
Berdasarkan wawancara peneliti, Kepala KUA mengatakan “proses 
pelaksanaan itṡbᾱt nikah massal adalah setelah ada himbauan dari pengadilan agama 
pinrang bahwa akan diadakan itṡbᾱt nikah massal, maka KUA kecamatan paleteang  
segera  menyampaikan kepada masyarakat yang berada di kecamatan paleteang bagi 
yang sudah menikah tetapi tidak mempunyai akta nikah untuk melengkapi segala 
dokumen-dokumen yang di butuhkan seperti KTP dan pas foto. Setelah dokumen-
dokumen itu lengkap, pihak KUA mendaftarkan permohonan itṡbᾱt nikah massal ke 
pengadilan Agama  Pinrang lalu kemudian pengadilan Agama melakukan validasi 
data dan memanggil pasangan suami istri yang datanya valid secara kolektif untuk 
menghadiri jadwal sidang itṡbᾱt nikah massal yang sudah di tentukan. Setelah 
dilakukan itṡbᾱt nikah, pasangan suami istri bisa langsung mendapatkan salinan 
penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang yang berkekuatan hukum tetap. Dengan 
salinan penetapan itu, mereka langsung mengurus akta nikah kepada petugas KUA 
yang berada di lokasi sehingga pasangan suami istri itu dapat memperoleh akta 
kelahiran anak-anak mereka dengan cukup menyerahkan surat nikah kepada petugas 
disdukcapil, maka akta kelahiran anak akan di terbitkan. 
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 Beliau juga menambahkan, “ternyata ada perbedaan yang mendasar antara 
itṡbᾱt nikah massal dengan nikah massal. Yaitu pada implikasi hukumnya berlaku 
surut, meski itsbat nikah dilakukan saat ini status hukum pernikahan pasangan suami 
istri tersebut diakui kesahannya sejak pernikahan tersebut dilakukan. Dan sebaliknya 
meskipun sudah menikah beberapa tahun yang lalu, lalu pasangan suami istri 
melakukan nikah massal sekarang, maka status pernikahannya dihitung sah sejak 
sekarang. Jadi dengan itṡbᾱt nikah status pernikahan jadi jelas, status anak juga jelas, 
harta bersama juga jelas dan mendapat perlindungan hukum”.8 
Penetapan itṡbᾱt nikah massal yang dilakukan oleh pengadilan Agama 
Pinrang yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Pinrang adalah kegiatan 
yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang diistilahkan sidang pelayanan 
terpadu itṡbᾱt nikah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
dalam bentuk pelayanan terpadu. Dalam hal ini pelaksanaan sidang itṡbᾱt terpadu 
pada tanggal 26 Oktober 2016 di awali dengan sambutan Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Paleteang Drs. H. Muh. Idris, MH, pada penetapan sidang itṡbᾱt 
yang dipusatkan di Kecamatan Watang Sawitto tepatnya di Masjid Al-Munawwir 
Pinrang yang diikuti oleh 62 pasangan suami istri. Selanjutnya sambutan Ketua 
Pengadilan Agama Pinrang Drs. H. Nurdin Situju, SH, MH. Pada saat pembukaan 
sidang terpadu di kecamatan paleteang dan kecamatan watang sawitto, beliau 
memberikan pesan bahwa dengan adanya sidang itṡbᾱt ini, tidak berarti memberikan 
kemudahan dan kelonggaran orang melakukan nikah liar, dengan alasan pengadilan 
akan mengitsbatkan, tetapi semata demi ketertiban dan melindungi anak-anak mereka 
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang perlindungan anak. Oleh karena 
                                                             
8 Drs. H. M. Idris, MA, Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten 
Pinrang, Wawancara (Tanggal 21 Mei 2016).  
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itu beliau juga minta kepada hakim yang ditunjuk agar hati-hati dan selektif dalam 
menangani perkara itsbat ini, sehingga masyarakat tidak menganggap mudah atau 
sepele. 
 
 
Sambutan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Drs. H. Nurdin Situju, SH, MH. 
 
 
Suasana Sidang Itsbat Nikah Massal dalam bentuk persidangan dengan hakim 
tunggal Drs. H. Kamaluddin, SH di Masjid Al-Munawwir Pinrang, Tanggal 
26 Oktober 2016  
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C. Itṡbᾱt Nikah Massal dalam meminimalisir terjadinya pernikahan tanpa 
akta nikah 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , peneliti menemukan bahwa 
pernikahan tidak tercatat disebabkan oleh beberapa alasan termasuk pemahaman 
mereka tentang aturan kesahan pernikahan, masalah ekonomi, hilangnya akta nikah, 
sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan tanpa 
pencatatan terjadi karena sebagian masyarakat tinggal di daerah perantauan yang 
tidak memungkinkan untuk mendaftarkan pernikahannya di daerah asal tempat 
tinggal mereka. Jadi peneliti mengamati bahwa mereka memahami pernikahan 
mereka dianggap sah meski tidak adanya pencatatan. Bagi mereka, pencatatan atau 
pengesahan perkawinan bisa di upayakan setelah pernikahan dilakukan beberapa 
bulan atau beberapa tahun dan bahkan mereka sepulang dari perantauan ketika ada 
masalah hukum menimpa mereka dan buku nikah di perlukan. Maka dari itu 
pentingnya itṡbᾱt nikah diajukan ke Pengadilan Agama Pinrang khususnya di 
kecamatan Paleteang bagi yang tidak mempunyai buku nikah untuk mengatasi 
masalah hukum yang ditimpa dikemudian hari dan memerlukan buku nikah sehingga 
cara tersebut merupakan salah satu cara yang efektif yang di lakukan  dalam 
meminimalisir pernikahan tanpa akta nikah, meskipun tidak dapat dihilangkan atau di 
selesaikan sepenuhnya tetapi hal tersebut bisa mengurangi beberapa persen pasangan 
suami istri yang tidak mencatatkan pernikahnnya dan pentingnya pencacatan akta 
nikah di perjelas dalam yang diatur dalam Pasal 5 KHI, dengan tujuan: 
(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan 
harus dicatat.  
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(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak pemohon 
itṡbᾱt nikah di Pengadilan Agama Pinrang atas nama Senreng dan Nurlina telah 
melangsungkan pernikahan di Malaysia tetapi belum memiliki akta nikah dan telah 
dikaruniai 3 orang anak. Nurlina mengatakan alasan tidak mendaftarkan 
pernikahannya “karena calon suami sudah tidak sabar menikah dengan saya 
sedangkan kami berada di Malaysia yang terikat dengan pekerjaan dan pada akhirnya 
di nikahkan dengan Imam yang berada disana”9. Apa yang dialami oleh Nurlina 
menjelaskan bahwa pernikahan tanpa tercatat menimbulkan dampak besar dalam 
pemecahan masalah hukum yang menimpa mereka di kemudian hari. Hal ini 
dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus 
akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. 
Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait 
menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan. 
Setelah dikabulkannya Itṡbᾱt nikah, implikasinya terhadap status 
perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu 
pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan 
Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain 
itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama. 
Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil 
sahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat procedural dan administrative. 
                                                             
9Nurlina, Pemohon Itsbat Nikah Massal, wawancara (tanggal 20 Mei 2018). 
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Itṡbᾱt nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas 
hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami istri 
tersebut bercerai. Atau dengan kata lain Itṡbᾱt nikah sebagai dasar hukum dari 
pencatatan perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan 
Dan banyaknya permohonan itṡbᾱt nikah di Pengadilan Agama Pinrang di 
tahun 2016-2017 khususnya di kecamatan Paleteang maka dari itu pengadilan dan 
pemerintah mengadakan itṡbᾱt nikah massal yang dilakukan di luar pengadilan yang 
diistilahkan sidang pelayanan terbaru itṡbᾱt nikah yang bertujuan untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan terpadu. 
Penetapan sidang itṡbᾱt yang dipusatkan di Kecamatan Watang Sawitto 
tepatnya di Masjid Al-Munawwir Pinrang yang diikuti oleh 62 pasangan suami istri, 
adapun alasan mengajukan permohonan itṡbᾱt nikah di kecamatan paleteang: 
No Alasan Mengajukan Itsbat Nikah 
 
Jumlah Pemohon 
1 Hilangnya Buku Nikah 12 pasangan 
2 Menikah di Malaysia 22 pasangan 
3 Menikah sebelum berlakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 
19 pasangan 
4 Masalah Ekonomi 9 pasangan 
 Jumlah 62 pasangan 
Di atas adalah beberapa masalah yang menyebabkan sehingga 
dilaksanakannya itṡbᾱt nikah massal di kecamatan paleteang kabupaten pinrang. 
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D. Analisis Terhadap efektifitas Itṡbᾱt Nikah Massal dalam Meminimalisir 
Pernikahan tanpa Akta Nikah  
Dari hasil peneliti ini menunjukkan bahwa itṡbᾱt Nikah Massal yang di 
laksanakan di pengadilan agama pinrang di kecamatan paleteang sudah sangat  efektif 
dalam meminimalisir pernikahan tanpa akta nikah karena sudah bisa membantu 
pasangan suami istri yang belum memiliki buku akta nikah dan mereka juga terbantu 
karena program itṡbᾱt nikah massal tersebut gratis dengan dibiayai sepenuhnya oleh 
pemerintah daerah kabupaten pinrang. 
Peneliti mengamati dengan adanya sidang itṡbᾱt ini, tidak berarti 
memberikan kemudahan dan kelonggaran orang melakukan nikah liar, dengan alasan 
pengadilan akan mengitsbatkan, tetapi semata demi ketertiban dan melindungi anak-
anak mereka sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang perlindungan 
anak. Oleh karena itu setiap hakim yang ditunjuk lebih hati-hati dan selektif dalam 
menangani perkara itsbat ini, sehingga masyarakat tidak menganggap mudah atau 
sepele. 
Pada perkara itṡbᾱt nikah khususnya pada penetapan itṡbᾱt nikah massal 
yang telah dilaksanakan oleh pengadilan agama pinrang, selama persidangan hakim 
menilai mengenai perkawinan mereka sepanjang tidak ada halangan UUP, maka 
permohonan dikabulkan. Karena sudah jelas bahwa setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan terutama dalam pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan, “Tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka 
setiap perkawinan yang berlangsung harus dicatatkan sehingga tidak ada lagi 
namanya pernikahan tanpa akta nikah, sehingga seharusnya seorang hakim tidak 
boleh memutuskan perkara itṡbᾱt terhadap pernikahan yang dilakukan setelah tahun 
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1974. Pada dasarnya hal ini merupakan dilema bagi majelis hakim pengadilan agama 
pinrang. Karena disatu sisi harus tunduk pada sebuah aturan perundang-undangan, 
namun disatu sisi pula seorang hakim juga harus mempertimbangkan kemaslahatan 
umat. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Proses itṡbᾱt nikah massal di kecamatan paleteang kabupaten pinrang 
dilaksanakan setelah ada mendapatkan himbauan dari pengadilan agama 
pinrang bahwa akan diadakan itṡbᾱt nikah massal, maka KUA kecamatan 
paleteang  segera  menyampaikan kepada masyarakat bagi yang sudah 
menikah tetapi tidak mempunyai akta nikah untuk melengkapi segala 
dokumen-dokumen yang di butuhkan seperti KTP dan pas foto. Setelah 
dokumen-dokumen itu lengkap, pihak KUA mendaftarkan permohonan 
itṡbᾱt nikah massal ke pengadilan Agama  Pinrang lalu kemudian 
pengadilan Agama melakukan validasi data dan memanggil pasangan 
suami istri yang datanya valid secara kolektif untuk menghadiri jadwal 
sidang itsbat nikah massal yang sudah di tentukan. Setelah dilakukan 
itṡbᾱt nikah, pasangan suami istri bisa langsung mendapatkan salinan 
penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang yang berkekuatan hukum tetap. 
Dengan salinan penetapan itu, mereka langsung mengurus akta nikah 
kepada petugas KUA yang berada di lokasi sehingga pasangan suami istri 
itu dapat memperoleh akta kelahiran anak-anak mereka dengan cukup 
menyerahkan surat nikah kepada petugas disdukcapil, maka akta kelahiran 
anak akan di terbitkan. 
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2. Itṡbᾱt nikah massal dalam meminimalisir pernikahan tanpa akta nikah 
yang di laksanakan di pengadilan agama pinrang di kecamatan paleteang 
sudah sangat  efektif dalam meminimalisir pernikahan tanpa akta nikah 
karena sudah bisa membantu pasangan suami istri yang belum memiliki 
buku akta nikah dan mereka juga sangat terbantu karena program itṡbᾱt 
nikah massal tersebut gratis dengan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah 
daerah kabupaten pinrang, Tetapi dengan adanya sidang itsbat ini, tidak 
berarti memberikan kemudahan dan kelonggaran orang melakukan nikah 
liar, dengan alasan pengadilan akan mengitsbatkan, ini semata demi 
ketertiban dan melindungi anak-anak mereka sebagaimana yang 
diamanatkan oleh Undang-undang perlindungan anak. Oleh karena itu 
setiap hakim yang ditunjuk lebih hati-hati dan selektif dalam menangani 
perkara itsbat ini, sehingga masyarakat tidak menganggap mudah atau 
sepele. 
 
B. Implikasi Penelitian 
1. Kepada pihak-pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama, Pengadilan 
Agama, serta pemerintah pusat untuk selalu memberikan penyuluhan 
secara berkelanjutan dan terpadu kepada masyarakat jika perlu menjadi 
agenda rutin mengenai pentingnya pencatatan nikah, karena selama ini 
majelis hakim mengamati bahwa penyuluhan yang dilakukan masih sangat 
minim dan cenderung spontanitas dan tidak terpadu. 
2. Diharapkan masyarakat kecamatan paleteang kabupaten pinrang yang 
akan melaksanakan pernikahan untuk mencatatkan pernikahannya di 
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Kantor Urusan Agama agar pernikahannya bisa diakui oleh Negara dan 
bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah. 
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